BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan merujuk kepada temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis

menyimpulkan beberapa hal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka kesimpulan yang didapat dari rumusan masalah pertama
tersebut diantaranya DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang
memiliki keistimewaan dalam bidang pengaturan sistem pertanahannya. Hal
itu merupakan sebuah keistimewaan yang ditekankan melalui UU Nomor 13
Tahun 2012 terkait dengan keistimewaan DIY. Sehingga atas keistimewaannya
tersebut DIY memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur sistem
pertanahannya.

2. Berdasarkan rumusan masalah pertaman, atas dasar keistimewaan DIY dalam
mengatur sistem pertanahannya, maka dikenal dengan adanya tanah Keprabon
dan Tanah Bukan Keprabon. Tanah Bukan Keprabon dimungkinkan untuk
dikuasai oleh warga masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya untuk
kepentingan rakyat terutama dalam mengusahakan kesejahteraan dan sebagai
sumber mata pencaharian warganya. Untuk memperoleh hak penguasaan atas
tanah tersebut, maka setiap warga harus mengajukan terlebih dahulu kepada
Keraton maupun Paku Alaman untuk kemudian diterbitkan hak penggunaan
tanah seperti Hak Magersari, Hak Ngindung, Hak Anganggo, dan Hak
Anggaduh.

3. Berdasarkan rumusan masalah pertama, setiap tanah yang berada di wilayah
Yogyakarta merupakan tanah hak milik sultan sebagai penguasa sekaligus
pemimpin dari Keraton Yogyakarta dan berkedudukan pula sebagai Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu masyarakat dalam menggunakan tanah
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harus terlebih dahulu atas seizin sultan. Sementara tanah-tanah yang
sebelumnya telah diberikan hak milik sebagaimana berlakunya hukum tanah
barat pada masa kolonial, maka akan tetap diberikan hak milik atas tanah sesuai
dengan keberlakuan UUPA.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, keberadaan Instruksi Wakil Kepala
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 merupakan
bentuk kebijakan yang diambil guna melindungi penduduk lokal dalam urusan
pertanahannya. Keberlakuan instruksi tersebut sejalan dengan Rijksblaad
Kasultanan 1918 Nomor 16 juncto 1925 Nomor 23, serta Rijksblaad Paku
Alaman 1918 juncto 1925 Nomor 26 Pasal 6 ayat (1) terkait dengan larangan
peralihan hak milik tanah terhadap bukan orang jawa (Warga Negara
Indonesia). Hal ini menjadi alasan pembenar terhadap berlakunya Instruksi
Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975,
selain sebagai ranah keistimewaan DIY untuk mengatur urusan pertanahannya.
Sehingga munculnya aturan pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan bentuk keberadaan Living Law atau hukum yang hidup
di masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pembatasan pemilikan pertanahan di
wilayah Yogyakarta tersebut telah menjadi sebuah kebijakan yang berlaku dan
menurut masyarakat Yogyakarta tidak terjadi permasalahan terkait dengan
pembatasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, atas rumusan masalah kedua
dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya keadilan terhadap penguasaan
tanah di Yogyakarta tidak dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat luar
Yogyakarta. Hal ini dikarenakan latar belakang sejarah aturan pertanahan di
Yogyakarta sekaligus dinamika latar belakang sejarah terbentuknya Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Hal ini dikarenakan keistimewaan-
keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta terutama terkait dengan sistem
pertanahannya, menjadikan Yogyakarta memiliki kekhasan tersendiri. Untuk
itu dari sisi keadilan terhadap penguasaan atas tanah, perlu digaris bawahi

bahwa keadilan yang dilihat ada berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah
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itu sendiri. Dalam hal ini adalah hukum pertanahan yang berlaku di wilayah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga berdasarkan hal tersebut
penguasaan tanah di wilayah Yogyakarta telah memenuhi unsur sebagai sebuah
tindakan yang adil bagi seluruh warga masyarakatnya.

6. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, masyarakat Yogyakarta menilai
bahwa pembatasan hak milik terhadap penguasaan atas tanah bukan sebagai
bentuk ketidakadilan yang terjadi di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kebijakan
pembatasan hak milik tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan
kepada masyarakat kecil terutama kalangan ekonomi lemah untuk

mengusahakan kesejahteraan melalui pemerataan penguasaan tanah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa
masukan yang penulis berikan untuk mencapai Keadilan Pengausaan Hak Milik
Atas Tanah di DIY:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, keberadaan Instruksi Wakil Kepala
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 sebaiknya
diperbarui untuk dapat sesuai dengan perkembangan zaman dalam hal ini terkait
dengan penguasaan hak atas tanah untuk semakin menegaskan bahwa
keberadaan intruksi tersebut masih berlaku untuk dilaksanakan dan sesuai
dengan keistimewaan DIY. Pembaruan Instruksi tersebut dengan membentuk
suatu Peraturan Daerah Istimewa yang akan membahas mengenai proses
perubahan dan pengelolaan terkait tanah-tanah dengan hak milik yang ada di
wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Berdasarkan rumusan masalah pertama, penyebarluasan terkait dengan
informasi keistimewaan Yogyakarta terutama terkait dengan sistem pertanahan,
hal ini agar sudut pandang pemahaman keadilan yang dipahami masyarakat di
luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejalan dengan yang terjadi di

wilayah Yogyakarta.
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3. Berdasarkan rumusan masalah kedua, keberadaan Living Law di wilayah
Yogyakarta sebagai hukum yang berkembang di masyarakat perlu mendapatkan
kajian yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui seberapa besar berlakunya
di masyarakat terutama terkait dengan aspek perwujudan keadilan. Selain itu
kajian tersebut dapat digunakan untuk merumuskan suatu peraturan hukum baru
untuk menguatkan Living Law tersebut menjadi hukum positif di Yogyakarta.

4. Proses perwujudan keadilan di Provinsi Yogyakarta merupakan tanggungjawab
dari seluruh pihak, perlunya pengawasan yang lebih ketat terkait dengan
pendataan dan sistem pertanahan yang bersifat secara digitalisasi. Secara satu
pintu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus proses urusan
pertanahan. Selain itu hak milik Sultan terhadap tanah di wilayah Yogyakarta
yang memiliki kekuasaan secara mutlak perlu adanya pengawasan untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat timbulnya

konflik tanah dengan masyarakat.
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